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Abstrak

Sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang diubah dalam Undang-Undang
No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Revisi Undang-Undang No. 41 tahun
1999 tentang Kehutanan dilakukan karena sektor kehutanan masih dinilai sebagai
sektor yang menghasilkan namun memiliki persyaratan perizinan yang rumit. Di
sisi lain, pengelolaan hutan di Indonesia masih menemui permasalahan-
permasalahan, seper-ti: menurunnya luas tutupan hutan, deforestasi, penyerobotan
kawasan hutan, pem-balakan liar, dan kebakaran hutan, yang bermuara pada
peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi arah
perubahan tata kelola kehutan-an pasca-terbitnya UU CK, apakah mengatasi
masalah-masalah pengelolaan hutan yang telah ada sebelumnya atau justru
memperparah keadaan. Menariknya, peruba-han tata kelola kehutanan pasca-
terbitnya UU CK menunjukkan dua sisi yang saling berlawanan.

Kata kunci: UU cipta kerja, kehutanan, emisi karbon

Abstract

Forestry is one of the sectors revised by Law no. 11 of 2020 on Job Creation. Revision
of Law no. 41 of 1999 on forestry is due to the forestry sector being considered a promis-
ing investment sector, yet it had complicated permits. On the other hand, forest governance
faces some problems, such as decreasing forest cover, deforestation, land annexation, il-
legal logging, and forest fire, which resulted in rising carbon emissions. Therefore, this ar-
ticle will explore the shifting of forest governance direction post the enactment of the Job
Creation Law, whether it addresses forest governance problems or makes it worse. In sum-
mary, the shifting of forest governance post-job creation law shows two opposite sides.
Keywords: job creation law, forestry, carbon emission

I. Pendahuluan

Salah satu tujuan utama Pemerintah ja (UU CK) adalah menciptakan lapangan
Indonesia menerbitkan Undang-Undang pekerjaan baru bagi rakyat dengan cara

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker- memperbaiki iklim investasi di negara

! Penulis merupakan peneliti muda yang bekerja di instansi pemerintah di bidang kehutanan.



Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2021: Halaman 275 - 296

ini.> Pengundangan UU CK juga diha-
rapkan mampu mempersingkat proses
birokrasi dalam berinvestasi baik dari da-
lam maupun luar negeri ataupun ketika
memulai usaha.’ lebih lanjut, percepatan
proses birokrasi dalam berinvestasi dila-
kukan dengan merevisi sejumlah pasal
dari total 79 undang-undang dalam UU

CK agar mempercepat perizinan.

Lebih lanjut, sektor kehutanan men-
jadi salah satu sektor yang diubah dalam
UU CK. Sejumlah pasal Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan-
an (UU Kehutanan) direvisi. Revisi dila-
kukan karena sektor kehutanan masih di-
nilai sebagai sektor yang menghasilkan’
namun memiliki persyaratan perizinan
yang rumit. Sehingga, penyederhanaan
birokrasi diperlukan untuk meningkat-
kan investasi dan menciptakan lapangan
kerja baru di sektor ini.* Sebagai ilustrasi,
sebelum terbit UU CK, satu perizinan ha-
nya berlaku untuk satu usaha, tetapi se-
telah UU CK terbit satu perizinan dapat

digunakan untuk multiusaha.’

Di sisi lain, saat ini masih terdapat

sejumlah permasalahan besar pada pe-
ngelolaan hutan di Indonesia, seperti:
menurunnya luas tutupan hutan, defo-
restasi, penyerobotan kawasan hutan,
pembalakan liar, dan kebakaran hutan,
yang bermuara pada peningkatan emisi
karbon.® Oleh karena itu, artikel ini akan
mengeksplorasi arah perubahan tata ke-
lola kehutanan pasca-terbitnya UU CK,
apakah mengatasi masalah-masalah ke-
hutanan yang telah ada sebelumnya atau
justru memperparah keadaan. Setelah
pendahuluan, bagian kedua akan mem-
bahas Perubahan UU Kehutanan dalam
UU CK dan dampaknya pada tata kelola
hutan serta lingkungan. Kemudian, bagi-
an ketiga akan menganalisis apakah UU
CK mengatasi masalah tata kelola hutan.
Terakhir, tulisan ini akan ditutup oleh ke-

simpulan dan saran.

II. Perubahan UU Kehutanan dalam
UU CK dan dampaknya Pada Tata
Kelola Hutan Serta Lingkungan

UU CK mengubah sebanyak 18 pasal

UU Kehutanan, dimana 9 pasal di anta-

2Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No.245 Tahun 2020,

TLN No.6573 Tahun 2020, Pasal 3 huruf a.

® Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan 2019 (Jakarta, Indonesia, 2020) diakses pada https://www.menlhk.go.id/ /site/download_

file?file=1608002226.pdf

* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja (Ja-
karta, Indonesia, 2020), diakses pada https:/ /uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Nas-

kah-Akademis-RUU-tentang-Cipta-Kerja.pdf.
> Ibid.

® Mari Mulyani and Paul Jepson, “Does the ‘One Map Initiative’Represent a New Path for Forest
Mapping in Indonesia?” Assessing the Contribution of the REDD+ Initiative in Effecting Forest Gover-
nance Reform’, Forests, 8.1 (2017), 14. Diakses pada https:/ /www.mdpi.com/1999-4907/8/1/14/pdf
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ranya berkaitan langsung dengan penge-
lolaan kawasan hutan lindung dan hutan
produksi. Namun, dalam penelitian ini
hanya akan dibahas sejumlah hal, yai-
tu: perubahan ketentuan proporsi luas
kawasan hutan yang dipertahankan; pe-
nyederhanaan izin pemanfaatan hutan
lindung dan hutan produksi; potensi
investasi asing dalam pemanfaatan ka-
wasan hutan lindung, dan pengarusuta-
maan perhutanan sosial. Hal ini karena
luasnya cakupan bahasan dampak per-
ubahan UU CK terhadap tata kelola hu-
tan Indonesia, serta sejumlah peraturan
turunan UU CK terkait sektor kehutanan

masih dalam proses pembuatan.

II1. Perubahan Ketentuan Proporsi
Luas Kawasan Hutan yang Diper-

tahankan

Pertama, UU CK mengubah Pasal 18
UU Kehutanan dengan menghapuskan
ketentuan mengenai luas minimal ka-
wasan hutan yang harus dipertahankan,
yaitu30% per Daerah AliranSungai (DAS)
atau pulau secara proporsional (Tabel 1).
Sebelumnya, penetapan luas minimal ka-
wasan hutan yang harus dipertahankan
30% diberlakukan sejak Undang-undang
Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967 yang
mengadopsi sebagian pengelolaan hutan
Hindia Belanda. Kemudian, pengatur-
an ini diteruskan pada UU No 41 tahun
1999.” Namun, pengaturan ini sebenarn-

ya tidak didukung dengan dasar ilmiah.?

Tabel 6. Perubahan pada Pasal 18 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutan-
an oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 18

(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahank-
an kecukupan luas kawasan hutan dan penu-
tupan hutan untuk setiap daerah aliran sun-
gai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat
lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat

ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 18

(1) Pemerintah Pusat menetapkan dan memper-
tahankan kecukupan luas kawasan hutan dan
penutupan hutan untuk setiap daerah aliran
sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan
manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan man-

faat ekonomi masyarakat setempat.

7 Ibid.

8 Pungky Widiaryanto, “Rasionalitas Kebijakan Konsepsi Hutan Dan Penghapusan Batas Mini-
mal Kawasan Hutan 30 Persen”, GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik, Vol 5. No. 2
(2020), 140-55. diakses pada https:/ /doi.org/https:/ /doi.org/10.14710/ gp.5.2.2020.140-155.
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(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertah-
ankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas
daerah aliran sungai dan atau pulau dengan

sebaran yang proporsional.

(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan
yang harus dipertahankan sesuai dengan
kondisi fisik dan geografis daerah aliran sun-

gai dan/atau pulau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan
hutan yang harus dipertahankan ialah terma-
suk pada wilayah yang terdapat proyek strat-

egis nasional diatur dalam Peraturan Pemerin-

tah.

Lebih lanjut, naskah akademik Ran-
cangan Undang-Undang tentang Cipta
Kerja (RUU CK) menyebutkan bahwa
kewajiban mempertahankan kawasan
hutan minimal 30% dianggap tidak rele-
van dengan perkembangan saat ini. Nas-
kah akademik RUU CK juga memberikan
ilustrasi kawasan hutan di Pulau Jawa
yang kurang dari 30% dan mengartikan
bahwa penentuan luas minimal kawasan

mengikuti kebutuhan provinsi.’

Selanjutnya, UU CK mengubah pen-
gaturan mengenai luas minimal kawasan
hutan dengan menyesuaikan kondisi
fisik dan geografis DAS atau pulau terse-
but.” Dengan demikian, penetapan luas
minimal kawasan hutan dalam UU CK
akan bergantung pada kondisi fisik dan
geografis masing-masing DAS atau pu-
lau. Artinya, setiap DAS atau pulau bisa

mempunyai luas hutan lebih atau kurang

dari 30% sesuai dengan kondisi fisik dan

geografisnya.

Namun, penyesuaian kondisi fisik
dan geografis untuk mempertahankan
luas minimal kawasan hutan ini tidak
dijelaskan secara detail dalam UU CK,
melainkan, Peraturan Pemerintah No.
23 Tahun 2021 Tentang Penyelengga-
raan Kehutanan (PP No. 23 Tahun 2021).
PP No. 23 Tahun 2021 mengatur bahwa
kawasan hutan dan penutupan hutan
yang harus dipertahankan memperha-
tikan sebaran yang proporsional den-
gan mempertimbangkan 4 hal, yaitu: (a)
biogeofisik; (b) daya dukung dan daya
tampung lingkungan; (c) karakteristik
DAS; dan (d) keanekaragaman flora dan
fauna." Kemudian, kondisi biogeofisik
diartikan sebagai: (1) tutupan hutan atau
kondisi vegetasi; dan (2) keanekarag-

aman hayati. Selanjutnya, kondisi bio-

? Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Op.Cit., hlm. 1347 Matriks Analisis RUU

1 Indonesia (a), Op.Cit., Pasal 36.

! Indonesia (b), Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP No. 23 Tahun 2021, LN

No. 33, TLN No. 6635, 2021, pasal 41.
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geofisik berdasarkan geografisnya dire-
presentasikan sebagai ekoregion geofisik
meliputi: (a) kelerengan; (b) curah hujan;
dan (c) jenis tanah.’> Dengan demikian,
faktor kuncinya adalah bagaimana me-
nentukan kondisi fisik dan geografis itu
sendiri yang berbeda-beda pada mas-
ing-masing sungai di masing-masing pu-

lau.

Penggunaan kriteria kondisi fisik
dan geografis dalam UU CK memiliki
dua sisi. Di satu sisi, perubahan kriteria
ini menunjukkan adanya perkembangan
dalam pembuatan kebijakan nasional
dan momentum untuk mencapai kes-
eimbangan ekologis. Luas tutupan hutan
harus disesuaikan dengan wilayah DAS
secara proporsional berdasarkan kondisi
tisik dan geografis agar mampu mengon-
trol air hujan. Hal ini karena kecukupan
luas hutan sebuah pulau perlu dihubung-
kan antara dinamika perubahan tutupan
hutan dengan peristiwa banjir yang ter-
jadi di pulau tersebut sebagai indikator.
Lebih lanjut, fungsi hutan yang salah sa-
tunya sebagai regulator air di sepanjang
DAS perlu diperhatikan. Artinya, ketika
hujan, hutan harus mampu menyerap air

dan sebaliknya, ketika kemarau, air ma-

12 Ibid., Penjelasan Pasal 41.

sih mengalir dengan stabil.”®

Di sisi lain, penghapusan persen-
tase luas minimal kawasan hutan yang
harus dipertahankan berpotensi pada
penurunan luas hutan Indonesia lebih
jauh dan tidak terkontrol.'* Artinya, afir-
masi untuk mempertahankan hutan di
suatu wilayah untuk melindungi fungsi
ekologis kawasan tersebut hilang.” Ti-
dak hanya itu, program perhutanan so-
sial dan reforma agraria di pulau yang
hutannya kurang dari 30% berpotensi

akan semakin sulit.’®

A. Penyederhanaan Izin Pemanfaatan
Hutan Lindung dan Hutan
Produksi

Kedua, UU CK menyederhanakan
jenis-jenis izin usaha pemanfaatan hutan
lindung dan hutan produksi yang ada
dalam UU Kehutanan menjadi Perizin-
an Berusaha (Tabel 2). Artinya, peman-
faatan hutan lindung dan hutan produksi
dapat dilakukan hanya dengan memiliki
Perizinan Berusaha saja, tidak perlu lagi
memiliki beberapa izin usaha. Selain itu,
UU CK menegaskan bahwa kewenangan
pemberian Perizinan Berusaha merupa-

kan kewenangan pemerintah pusat.

3 I.B Pramono, Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Hidrologi Hutan: Peningkatan Peran Hutan Da-
lam Mengendalikan Hasil Air Untuk Mitigasi Banjir Dan Kekeringan, ed. by I Rahmawati (Bogor, Indonesia:
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020)
https:/ /library.forda-mof.org/libforda/foto_ebook/ORASI_IRFAN_Final-1.pdf. hlm 1-2

4 Forest Digest, “Lembar Fakta Omnimbus Law”, Report, 2020, hlm 12. https:/ /www forestdigest.
com/ detail /842 /analisis-isi-uu-cipta-kerja diakses pad tanggal 27 Januari 2020.

15 Ibid., hlm 12.
16 Ibid., hlm 15.
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Tabel 7. Perubahan pada Pasal 26 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutan-
an oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 26

(2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan
melalui pemberian izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin wusaha pemanfaatan jasa
lingkungan, dan izin pemungutan hasil
hutan bukan kayu.

Pasal 26

(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan dengan pem-
berian Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat.

Pasal 28

(2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan
melalui pemberian izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu, izin pemungutan ha-
sil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil
hutan bukan kayu.

Pasal 28

(2) Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana di-
maksud ayat (1) dilakukan dengan pemberian
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Penyederhanaan jumlah perizinan
diharapkan memberikan dampak positif
berupa efisiensi biaya dan waktu yang
diperlukan oleh pelaku usaha untuk
memulai usaha di sektor kehutanan. Pas-
alnya, investor menganggap mekanisme
perizinan pemanfaatan kawasan hutan
relatif rumit dan panjang.” Namun, da-
lam perkembangannya, proses penga-
juan izin usaha menjadi lebih singkat
seiring dengan pergantian peraturan.
Pada mulanya, Peraturan Menteri Ke-
hutanan No. P.11 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2007 ten-

tang Tata Cara Pemberian Izin dan Per-
luasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri Dalam Hutan Tanaman pada
Hutan Produksi, proses pengajuan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Tanaman Industri (IUPH-
HK-HTI) memerlukan waktu setidaknya
80 hari kerja di luar waktu untuk mem-
peroleh persetujuan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
atau Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkun-
gan Hidup (UKL-UPL).® Kemudian,

jangka waktu tersebut diubah menjadi

17 Efrem Siregar, “Duh! Izin Di RI Ribet, Investor Industri Kayu Batal Investasi”, Online News, 2020,
diakses pada https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103201644-4-127581 / duh-izin-di-ri-ribet-
investor-industri-kayu-batal-investasi, diakses 6 April 2020.

18 Integrated Law Enforcement Approach, “Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Ta-
naman Industri (HTI)”, Website, 2010, diakses pada https:/ /www?2.cifor.org/ilea/_ref/ina/indicators/
forestbusiness/Permit/[UPHHK-HTLhtm diakses pada tanggal 16 Juni 2021
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30 hari kerja dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Per-
men LHK) No. P.9 Tahun 2015" dan diu-
bah kembali menjadi 18 hari®* kerja den-
gan Permen LHK No. P.28 Tahun 2018.*
Sementara, Peraturan Menteri Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun
2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusu-
nan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung
dan Hutan Produksi (Permen LHK No. 8
Tahun 2021) yang merupakan peraturan
turunan UU CK membuat jangka waktu

penerbitan izin menjadi 39 hari kerja.”

Permen LHK No. 8 Tahun 2021 juga
menggabungkan pengaturan beberapa
jenis pemanfaatan kawasan hutan yang

sebelumnya diatur dalam peraturan

menteri yang berbeda. Sebagai contoh,
sebelumnya pemanfaatan jasa lingkun-
gan wisata alam di hutan lindung dia-
tur dalam Peraturan Menteri Kehutanan
No. P.22 Tahun 2012,* sedangkan pe-
manfaatan jasa lingkungan wisata alam
di hutan produksi diatur dalam Pera-
turan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P.31 Tahun 2016, dan
IUPHHK Restorasi Ekosistem diatur da-
lam Peraturan Menteri Lingkungan Hid-
up dan Kehutanan No. P.28 Tahun 2018.>
Sekarang, semua peraturan yang tersebar

itu telah dinyatakan tidak berlaku lagi.*

Lebih lanjut, PP No. 23 Tahun 2021
dan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 men-
egaskan adanya peluang Multiusaha Ke-

hutanan dalam pemanfaatan hutan lind-

¥ Indonesia (c), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/ Menlhk-1I/ 2015 Tentang

Tata Cara Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Peman-
faatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tana-
man Industri pada Hutan Produksi. Berita Negara No. 471. Tahun 2015. Peraturan ini juga diperkenalkan
sistem pendaftaran perizinan secara online (pasal 5 ayat (2).

2 ADA tambahan waktu untuk verifikasi lapangan dengan waktu yang tidak ditentukan dalam
aturan tersebut.

2! Indonesia (d), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian, Per-
luasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usa-
ha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman Industri pada Hutan Produksi, No. P.28/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018. Berita Negara
No. 1120 Tahun 2018.

2 Indonesia (e), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Tata Hutan dan Peny-
usunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, No. 8
Tahun 2021. Berita Negara No. 319 Tahun 2021. Pasal 61-70.

B Indonesia (f), Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Wisata Alam di Hutan Lindung, Nomor. P.22/ MENHUT-II/2012 2012. Berita Negara No.
543 Tahun 2012.

# Indonesia (g), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Kegiatan Us-
aha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi, Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/3/2016, Berita Negara Nomor 369. Tahun 2016

» Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 28 Tahun 2018.
% Indonesia (e). Op.Cit., Pasal 395.
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ung dan hutan produksi.”’ Multiusaha
kehutanan adalah penerapan beberapa
kegiatan usaha Kehutanan secara bersa-
maan untuk mengoptimalkan Kawasan
Hutan. Artinya, pemegang Perizinan
Berusaha dapat mengusahakan beber-
apa usaha kehutanan seperti usaha pe-
manfaatan kawasan, usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/
atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan
secara bersamaan.

Di sisi lain, ketentuan tersebut men-
uai kritik dapat mengafirmasi ketimpan-
gan pemanfaatan hasil hutan antara mas-
yarakat tradisional dan pengusaha besar
pada hutan lindung.® Pengusaha besar
menjadi lebih mudah untuk memanfaat-
kan hutan lindung dan menguasai hutan
untuk diusahakan dengan berbagai ke-

giatan. Lebih lanjut, ketentuan multiusa-

ha akan menyulitkan penentuan dampak
dan manfaat bagi masyarakat serta pen-

gawasannya.”

B. Potensi Investasi Asing pada Pe-

manfaatan Kawasan Hutan Lindung

Ketiga, UU CK memberikan kemung-

kinan dipermudahnya investasi asing
masuk dalam pengelolaan hutan lindung,.
Sebelumnya, UU Kehutanan mengguna-
kan redaksi “badan usaha milik swasta
Indonesia” sebagai salah satu subjek hu-
kum yang dapat memperoleh izin pe-
manfaatan jasa lingkungan. Kemudian,
UU CK menghapuskan diksi “Indone-
sia” dalam ketentuan tersebut (Tabel 3).*
Artinya, badan usaha milik swasta asing
dapat mengajukan izin pemanfaatan jasa
lingkungan di hutan lindung.

Tabel 8. Perubahan pada pasal 27 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutan-
an oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Ke-
hutanan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja

Pasal 27

(2) Izin usaha pemanfaatan kawasan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) dapat diberikan kepada: a per-
orangan, b. koperasi.

1)

Pasal 27

Perizinan Berusaha sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat
diberikan kepada:

7 Indonesia (b), Op.Cit., Pasal 132 jo. Pasal 149 jo Indonesia (e), Op.Cit., Pasal 108 jo. Pasal 137.

# Forest Digest, Op.Cit., hlm. 19.
2 Ibid.
% Indonesia (a), Op.Cit., hlm 2. Pasal 36.
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(3) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkun-
gan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan ke-
pada:

perorangan,
b koperasi,

¢ badan usaha milik swasta Indo-
nesia,

d badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah.

Izin pemungutan hasil hutan bukan
kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (2), dapat diberikan kepada: a. per-
orangan, b. koperasi

perseorangan,

IS

koperasi;

n

badan usaha milik negara;

e

badan usaha milik daerah; atau

e. badan usaha milik swasta

Lebih lanjut, penanam modal asing
hanya dapat dilakukan pada usaha besar
dengan nilai investasi lebih dari Rp10 Mi-
liar di luar nilai tanah dan bangunan, ser-
ta berbentuk perseroan terbatas berdasar-
kan hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia.*» Namun, pemungutan ha-
sil hutan non-kayu seperti getah pinus,
bambu, gaharu, rotan dan lainnya dika-
tegorikan sebagai bidang usaha yang di-
alokasikan untuk UMKM (Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah).*? Lebih jauh lagi,
Permen LHK No. 3 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha Pada Penyeleng-
garaan Perizinan Berusaha Berbasis Ri-
siko Sektor Lingkungan Dan Kehutanan
menyebutkan bahwa kegiatan usaha pe-

manfaatan hutan lindung tidak membe-

dakan penggolongan usaha dan seluruh
penanam modal dapat melakukan usa-
ha.*® Dengan demikian, penanam modal
asing dapat berinvestasi dalam kegiatan
usaha pemanfaatan hutan lindung. Na-
mun, kesimpulan ini perlu dikonfirmasi
kembali kepada Badan Koordinasi Pena-
naman Modal (BKPM).

Konsekuensinya, di satu sisi banyak
modal asing yang mungkin akan masuk
ke sektor ini. Di sisi lain, persaingan anta-
ra usaha kecil dan besar akan terjadi seca-
ra sempurna dalam pemanfaatan hutan
lindung dan mengafirmasi ketimpangan
pemanfaatan hutan lindung antara ma-
syarakat dan pengusaha besar. Akses ke-
lola masyarakat akan semakin sempit ka-
rena bersaing dengan pengusaha besar.

! Indonesia. Presiden RI, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman

Modal, LN No. 61 Tahun 2021, Pasal 7.
%2 Ibid. lampiran II..

3 Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Standar Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No.3 Tahun
2021. Berita Negara No. 270 Tahun 2021. Lampiran hlm. 15.
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C. Pengarusutamaan Perhutanan Sosial

Keempat, UU CK menyelipkan pasal
29A pada UU Kehutanan (tabel 4) yang
mengatur mengenai perhutanan sosial.
Sebelumnya, ketentuan mengenai per-
hutanan sosial tidak ada dalam UU Ke-
hutanan, melainkan tersebar dalam per-
aturan pemerintah dan terkodifikasi di
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No. P. 83/ MenLHK/Set-
jen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan
Sosial. Tentunya, ini merupakan hal baik
karena program perhutanan sosial men-
jadi arus utama dan mungkin mendapat-
kan posisi yang lebih kuat dalam peng-

anggaran.

Namun, pada peraturan-peraturan
perhutanan sosial sebelumnya subjek pe-
mohon perhutanan sosial terbatas pada
petani atau kelompok tani atau koperasi
tani/desa. Pemohon perseorangan ada
sebagai pemohon Izin Usaha Pemanfa-
atan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Ta-
naman Rakyat/IUPHHK-HTR, tetapi ter-
batas pada perseorangan yang memiliki
pendidikan kehutanan atau bidang ilmu
lainnya yang pernah sebagai pendam-
ping atau penyuluh yang pernah bekerja
di bidang kehutanan dengan membentuk
kelompok atau koperasi bersama masya-

rakat setempat.*

Tabel 9. Penambahan pasal 29A Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Ke-
hutanan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker-
ja

Pasal 29A

1. Pemanfaatan hutan lindung dan hutan
produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat
dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.

2. Perhutanan sosial sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat diberikan
kepada:

a. perseorangan;
b. kelompok tani hutan; dan
c. koperasi.

% Pasal 30 ayat (1) huruf e permen LHK No. P. 83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016.
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Dengan demikian, Pasal 29A ini
menimbulkan setidaknya dua polem-
ik. Pertama, unsur kegiatan perhutanan
sosial tidak dijelaskan. Sementara, pasal
ini akan berpengaruh pada pengaturan
perhutanan sosial yang bertujuan untuk
mengurangi kemiskinan, pengangguran,
dan ketimpangan pengelolaan/peman-
faatan kawasan hutan bagi masyarakat.®
Kedua, terbukanya peluang perseoran-
gan sebagai pemohon perhutanan sosial
dapat membuka peluang percaloan® dan
melanggengkan ketimpangan pengelo-
laan kawasan hutan. Sementara, posisi
masyarakat adat tidak terlihat dalam UU

Kehutanan ini.

IV. Arah Perubahan Tata Kelola Ke-
hutanan Pasca-terbitnya Undang-
-Undang Cipta Kerja

Empat uraian perubahan ketentuan
UU Kehutanan dalam UU CK di atas me-
nunjukkan bahwa perubahan ketentuan
tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi,
perubahan ketentuan tersebut memberi-
kan dampak positif pada investasi karena
menyederhanakan perizinan, memung-
kinkan multiusaha, dan memungkinkan

masuknya investasi asing. Di sisi lain,

% Ibid., bagian menimbang.
% Forest digest, Op.Cit., hlm. 21.

perubahan ketentuan tersebut membe-
rikan dampak negatif pada pengelolaan
sumber daya alam karena menghilang-
kan afirmasi untuk mempertahankan
hutan di suatu wilayah, mengafirmasi
dan melanggengkan ketimpangan pe-
manfaatan hasil hutan antara masyarakat
tradisional dan pengusaha besar, serta
meminggirkan masyarakat adat. Namun,
dampak-dampak tersebut belum terlihat
secara nyata karena peraturan-peraturan
yang ada ini belum beroperasional seca-
ra efektif. Sehingga, penelitian lanjutan
mengenai dampak UU CK pada penge-
lolaan hutan diperlukan ketika peraturan
turunannya sudah lengkap dan sudah di-

implementasikan.

Walaupun begitu, permasalahan-per-
masalahan pada pengelolaan hutan yang
telah ada sebelumnya jelas terlihat tidak
diatasi dalam perubahan norma UU Ke-
hutanan dalam UU CK. Sebaliknya, UU
CK dapat memperparah kenaikan emisi
karbon seiring peningkatan investasi da-
lam pemanfaatan hutan produksi.*” Hal
ini mengingat sumber emisi karbon pa-
ling besar di Indonesia berasal dari sek-
tor kehutanan terutama akibat alih fungsi

lahan hutan dan kebakaran.®

¥ Rina Muhayah Noor Fitri, “Reduksi Emisi Karbon Melalui Pengelolaan Hutan Alam Produksi
Lestari”, Jurnal Hutan Tropis, 1.1 (2013) diakses pada https:/ /ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jht/

article/download /1487 /1277.

% Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia Third National Communication: Under
the UNFCCC, ed. by N Masripatin (Jakarta, Indonesia: Ministry of Environment and Forestry, 2018)
diakses pada https://unfccc.int/sites/default/files/resource/8360571_Indonesia-NC3-2-Third Na-
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Lebih lanjut, tren emisi di sektor ke-
hutanan konsisten sejak tahun 1990 hing-
ga sekarang,” dengan laju deforestasi
per tahun pada 2017-2018 adalah 0.44
juta ha.* Ditambah, peningkatan inves-
tasi pada Hutan Tanaman Industri (HTI)
yang dilakukan pada hutan produksi de-
ngan jenis hutan sekunder dapat menga-
kibatkan peningkatan emisi karbon, Hal
ini disebabkan penebangan tumbuhan
hutan sekunder untuk membangun hutan

tanaman melepaskan emisi karbon yang

sebelumnya tersimpan di dalam hutan.*
Sebaliknya, apabila pembangunan HTI
diarahkan di kawasan hutan produksi
yang terdegradasi, maka pembangunan
hutan tanaman baru akan menyerap kar-
bon sekaligus menurunkan emisi karbon
nasional dan manfaat ekonomi lainnya.*
Hal ini juga didukung oleh luasan kawa-
san hutan produksi non-hutan (12,2 juta
ha) yang lebih luas daripada kawasan hu-
tan produksi di hutan sekunder (9,6 juta
ha), yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 10. Luas dan tipologi kawasan hutan Indonesia tahun 2019

Hutan Kon- Hutan Lind- Hutan . Hutan Pro- Hutan .
Kawasan L. . Produksi .. Produksi

servasi (ribu | ung (ribu duksi (ribu .
hutan ha) ha) Terbatas ha) Konversi

(ribu ha) (ribu ha)

g‘ﬁ; 12,466.5 15,829.8 9,877.1 4,586.2 2,460.9
;‘g‘;‘ qor | 47269 7,753.5 11,060.7 9,692.7 3,781.9
;{a‘glzrr‘lTa' 122.4 288.1 283.0 2,664.1 284
Non-Hutan |4,571.5 5,789.7 5,567.1 12,259.0 6,576.3
Jumlah 21,887.3 29,661.1 26,787.9 29,202.0 12,847.5

Sumber: Diolah dari Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019)*

tional Communicat ion - Indonesia - editorial refinement 13022018.pdf
¥ Mengpin Ge and Johannes Friedrich. Op.cit. Bagian Global Historical Emissions

“ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (c), Statistik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ta-
hun 2018 (Jakarta, Indonesia, 2019) https:/ /www.menlhk.go.id/ /site/download_file?file=1574395305.
pdf.

4 Menurut Perdirjen PTKL No. P.1/VII-IPSDH/2015, hutan sekunder adalah seluruh kenampa-
kan hutan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan yang telah menampakkan bekas penebangan
(kenampakan alur dan bercak bekas tebang), termasuk hutan kerdil, kerangas, hutan di batuan kapur,
hutan di atas batuan ultra basa, hutan daun jarum, hutan luruh daun dan hutan lumut. Daerah ber-
hutan bekas tebas bakar yang ditinggalkan, bekas kebakaran atau yang tumbuh kembali dari bekas
tanah terdegradasi. Bekas tebangan parah bukan areal HTI, perkebunan atau pertanian dimasukkan
savanna, semak belukar atau lahan terbuka

#2 T Indartik, N Parlinah, and M Lugina, “Upaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri Untuk
Penurunan Emisi Karbon”, Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 8.2 (2011), 139-47, diakses
pada http:/ /ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/ article/ view /228 / 219.

# Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), Op.Cit., hlm. 10, Tabel 1.2 Rekapitulasi luas
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Selain itu, alih fungsi ekosistem gam-
but menjadi lahan menghasilkan emisi
tahunan tinggi, yaitu 0.77 GtCO,-e.* Pa-
dahal, gambut memiliki cadangan kar-
bon yang sangat besar, yaitu sekitar 4000
Mg C per hektar.* Di Indonesia, diper-
kirakan terdapat sekitar 20.6 juta hektar
hutan gambut. Namun, jika gambut dike-
ringkan untuk dikonversi menjadi lahan
pertanian, maka akan terjadi proses aera-
si pada gambut yang akan menyebabkan
oksidasi dan dekomposisi sehingga me-
nimbulkan emisi karbon.* Lebih lanjut,
apabila terbakar maka proses oksidasi
gambut menjadi jauh lebih cepat dengan

emisi karbon besar.*

Lebih jauh lagi, sebagai negara pihak
Perjanjian Kerangka Perubahan Iklim
Persatuan Bangsa-Bangsa/United Nati-
on Convention on Climate Change (UN-
FCCC) dan Perjanjian Paris Indonesia
telah berkomitmen untuk menurunkan
emisi karbon sebagai bagian dari usaha
mengendalikan perubahan iklim.* Peme-
rintah telah menargetkan pengurangan

emisi sebesar 29% dari usaha sendiri atau

41% dengan bantuan luar negeri pada
tahun 2030 dalam Nationally Determined
Contribution (NDC).* Pemerintah juga
menyatakan bahwa salah satu kunci uta-
ma pencapaian target penurunan emisi
Indonesia ada di sektor kehutanan sebe-
sar 17,2%.° Dengan demikian, tata kelo-
la hutan merupakan kunci untuk men-
capai target penurunan emisi Indonesia.
Namun, peningkatan investasi di sektor
kehutanan dengan adanya UU CK dapat
menghalangi pencapaian target NDC,
bahkan dapat mempercepat perubahan
iklim dan/atau memperparah dampak

perubahan iklim.

V. Penutup

Terbitnya UU CK dan peraturan tu-
runannya telah mengubah beberapa pasal
pada UU Kehutanan empat di antaranya
adalah perubahan ketentuan proporsi
luas kawasan hutan yang dipertahankan;
penyederhanaan izin pemanfaatan hutan
lindung dan hutan produksi; potensi in-
vestasi asing dalam pemanfaatan kawa-
san hutan lindung, dan pengarusutamaan

perhutanan sosial. Menariknya, keempat

penutupan lahan Indonesia di dalam dan luar kawasan hutan.
“ DNPI & MC Kinsey, Indonesia’s Greenhouse Gas Abatement Cost Curve (Jakarta, 2010) <https://
photos.mongabay.com/10/indonesia_ghg_cost_curve_english_sm.pdf>

# D Murdiyarso and others, “Cadangan Karbon Di Lahan Gambut”, Leaflet, 2017 diakses pada 17
May 2021 di https:/ / core.ac.uk/download/pdf/193250939.pdf.

% DNPI & MC Kinsey,Op.Cit. hlm. 10.
7 Ibid.

# Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (b), Op.Cit. hlm. 3-4 dan iii.

 Ibid.
%0 Ibid.
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perubahan ketentuan UU Kehutanan da-

lam UU CK tersebut memiliki dua sisi.

Di satu sisi, perubahan ketentuan UU
Kehutanan dalam UU CK diharapkan
dapat memberikan dampak positif pada
peningkatan investasi karena menyeder-
hanakan perizinan, memungkinkan mul-
tiusaha, dan memungkinkan masuknya
investasi asing. Di sisi lain, perubahan
ketentuan tersebut memberikan dampak
negatif pada pengelolaan sumber daya
alam karena menghilangkan afirmasi un-
tuk mempertahankan hutan di suatu wi-
layah, mengafirmasi dan melanggengkan
ketimpangan pemanfaatan hasil hutan
antara masyarakat tradisional dan peng-
usaha besar, serta meminggirkan masya-
rakat adat.

Lebih lanjut, UU CK tidak mengatasi
permasalahan-permasalahan pada pe-

288

ngelolaan hutan yang telah ada sebelum-
nya. Melainkan, ketentuan UU CK sangat
berat pada eksploitasi sumber daya hutan
yang dapat memperparah kenaikan emisi
karbon seiring peningkatan investasi da-

lam pemanfaatan hutan.

Namun, dampak-dampak dari tera-
kumulasinya permasalahan pengelolaan
hutan yang telah ada sebelumnya dan
dampak dati implementasi UU CK pada
sektor kehutanan belum terlihat secara
nyata. Hal ini disebabkan peraturan-pera-
turan baru ini belum beroperasional seca-
ra efektif. Sehingga, arah perubahan tata
kelola kehutanan pasca-terbitnya UU CK
belum dapat terlihat dengan jelas. Oleh
karena itu, penelitian lanjutan mengenai
dampak UU CK pada pengelolaan hutan
diperlukan ketika peraturan turunannya
sudah lengkap dan sudah diimplementa-
sikan.
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